BABYV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

1.1.  Hasil penelitian tentang pertanggungjawaban produk {product fiabi!-fﬁ/) adalah

sebagai berikut : |
a. Sejarah pertanggungjawaban produk di fuar Indonesia, baik di lingkungan
common law system maupun civil law system, telah menunjukkan tingkat
perkembangan asas, konsep, struktur lembaga hukum pertanggung-
jawaban produk yang signifikan, yaitu teiah terjadi pergeseran dari
semula berdasarkan contractual liability ke arah fortious liability, untuk

kemudian menjadi product liability sebagai bentuk yang mutakhit ;

b. Pengertian pertanggungjawaban produk (product liability) sebagai sebuah
lembaga hukum yang relatif baru adalah pertanggungjawaban perdata
dar produsen (dapat termasuk pihak lain dalam mata rantai distribusi)
untuk mengganti kerugian kepada pihak tertentu (dapat pembeli,
pemakai, atau bahkan pihak ketiga), atas kerusakan benda, cedera
dan/atau kematian sebagai akibat menégunakan produk yang dihasilkan

oleh produsen tersebut ;
¢. Tujuan pertanggungjawaban produk (product liability) adalah :

e Secara umum dapat dikemukakan bahwa lembaga hukum

pertanggungjawaban produk bertujuan melindungi konsumen dengan
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cara memberikan sanksi hukum terhadap produsen yang produknya
telah menimbulkan kerugian pada konsumen |

Secara khusus dapat dikemukakan bahwa tujuan lembaga hukum
pertanggungjawaban produk adalah pembagian resiko yang adil
antara produsen dan konsfxmen {a fair apportionment of nsks

between producers and consumers)

Unsur-unsur pertanggungjawaban produk {product liability) mekiputi :

Dari pengertian pertanggungiawaban produk di atas, ternyata terdapat

lima unsur utama yang menyebabkan suatu lembaga hukum dinamakan

sebagai lembaga hukum pertanggungjawaban produk, yaitu :

-

Produsen (producer) ;
Konsumen (consumer) ;
Produk {product) ;
Kerusakan (defect) ;

Kerugian (damage).

Pelbagai teori tentang pertanggungjawaban produk (product liability)

adalah :

Teor Hukum Alam (Nafural Law Theory).

Penggunaan teori ini di dalam lembaga hukum pertanggungjawaban

" produk, mewajibkan produsen untuk memenuhi faimess or

reasonableness ketika menjalankan proses produksi, sesuai standar
perilaku yang diharapkan dari setiap anggota masyarakat pada masa

tertentu :

[E)
N
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Teori Perbuatan Melawan Hukum (Tortious Theorix).

Penerapan teori ini dalam lembaga hukum pertanggungjawaban
produk, mewajibkan produsen yang dinyatakan bersalah tieiah
melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu memproduksi produk
yang rusak sehingga menimbulkan kerugian kepada konsumen, untuk
memberikan ganti rugi. Sedangkan konsumen dan/atau masyarakat
pada umumnya dapat menuntut ganti rugi. dari produsen dengan
membuktikan empat unsur. yaitu adanya perbuatan melawan hukum
dari produsen, kesalahan produsen, kerugian konsumen, dan
hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum produsen
dengan kerugian konsumen. Besarnya ganti rugi menurut teori ini
ditetapkan selain berdasarkan kepentingan konsumen yang
mengalami kerugian, melainkan juga wajib dipertimbangkan kerugian
yang dialami oleh masyarakat akibat produk yang rusak tersebut ;
Teori Kesalahan (Fault Theory).

Teori ini menyatakan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum
(dhi.produsen) bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkannya,
apabila perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan karena
kesalahan (fault) si pelaku (dhi.produsen). Teori ini menekankan pada
hubungan sebab-akibat antara tanggungjawab di satu pihak dengan
kesalahan di lain pihak, yaitu bahwa tanggungjawab baru timbul
apabila terdapat kesalahan atau dengan perkataan lain tiada
tanggungjawab tanpa kesalahan (no fiability without fault) ;

Teori Resiko (Risk Theory).

Teori pada prinsipnya menyatakan bahwa ganti kerugian akibat

manusia (dhi.produsen) melakukan perbuatan melawan hukum tidak
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diharuskan mengandung unsur kesalahan (fault), melainkan harus
secara nyata telah menimbulkan resiko (risk). Dengan demikian,
dasar dafi tanggung jawab memberikan ganti rugi oleh produsen
kepada konsumen sebagai korban adalah resiko yang dialami oleh
konsumen. Di dalam teori ini kesalahan sama sekali bukan unsur
yang menjadi dasar dari tanggungjawab pelaku untuk memberikan
gati rugi kepada korban, sehingga tidak -d.apat dikatakan bahwa telah
terjadi penghapusan atau peniadaan unsur kesalahan (based on no-
fault Awithout fault). Oleh karena itu, menurut hemat Penulis
pertanggungjawaban ini tidak tepat apabila disebut sebagai liability
based on no-fault atau liability without faulf, melainkan lebih tepat
disebut sebagai liability based on- risks (peranggungjawaban
berdasarkan resiko).

Teori Bahaya (Hazardous Theory).

Teori Bahaya adalah teori tentang resiko dalam memberikan ganti
rugi berdasarkan besarnya bahaya (hazard/danger) yang ditimbulkan
oleh perbuatan tersebut. Jika di dalam Teor Resiko ganti rugi yang
dapat dituntut oleh korban didasarkan pada resiko atau kemungkinan
kerugian yang diderita oleh korban, maka di dalam Teori Bahaya ganti
rugi yang dapat.ﬂdituntut oleh konsumen sebagai korban didasarkan
pada intensitas bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan produsen.
Faktor bahaya dan faktor ganti rugi berbanding lurus, dalam arti
semakin tinggi intensitas bahaya yang ditimbuikan oleh perbuatan
produsen, semakin besar pula ganti rugi yang dapat dituntut cleh

konsumen sebagai korban.
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Teori Keuntungan (Profit Theory).

Teori Keuntungan merupakan Teori Resiko dalam memberikan ganti
rugi, yaitu berdasarkan suatu prinsip bahwa barang siapa yang
memperoleh keuntungan dari perbuatan pihak ketiga. harus juga
dapat menerima kerugian yang timbul karena perbuatan pihak ketiga
tersebut. Konétruksi seperti ini ditemukan di dalam lembaga hukum
pertanggungjawaban yang disebut vicaﬁ'ous liability, yaitu tanggung
jawab seseorang atas kerugian yang timbul karena perbuatan
melawan hukum yang dilakukan orang iain.

Teori baru tentang strict moral enferprise liability.

Teori ini menyatakan bahwa agar keadilan dapat diwujudkan, maka
pengalokasian tanggungjawab moral atas akibat perbuatan manusia
harus membawa orang perseorangan tidak hanya menanggung
beban suatu resiko akibat bernasib buruk, melainkan ia juga berhak
mendapatkan keuntungan jika bemasib baik. Dengan pengalckasian
tanggungjawab seperti ini, hasil perbuatan manusia dipertaruhkan
antara di satu pihak berhak menerima penghargaan jika perbuatan
perhasii, dan di lain pihak harus menerima ganjaran atas hasil
perbuatan yang buruk; bahkan jika hasil perbuatan buruk tersebut

bukan karena kesalahannya.

f. Penyelesaian perkara pertanggungjawaban produk (product liability).

Penyelesaian perkara pertanggungjawaban produk secara perdata dapat

dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur litigasi melalui badan-badan

peradilan atau jalur non litigasi melatui badan-badan di luar badan-badan

peradilan. Jalur yang disebut ter_akhir'merupakan penyelesaian perkara
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pertangg.ngjawaban produk yang menggunakan metode mediasi,

konsiliasi, atau arbitrase. Pilihan jalur penyelesaian perkara pertanggung-
jawaban produk mana yang zkan digunakan, diserahkan sepenuhnya
pada pilihan para pihak yang bersengketa, dalam hal ini adalah produsen

dan konsumen.

Alasan’ pembenar (defences).

Di dalam perkara atau sengketa pertanggungjawaban produk, .produsen

sebagai tergugat dapat mengajukan penyangkalan terhadap gugatan

yang diajukan oleh konsumen sebagai penggugat. Di dalam

penyangkalan tersebut dimuat alasan pembenar, yang jika terbukti

kebenarannya dapat membebaskan produsen sebagai tergugat dari

kewajiban memberikan ganti rugi. Alasan pembenar terdiri atas :

« Lewat Waktu {(lapse of fime) ;

« ldentitas Produk {(product identity) ;

« Penyebab Langsung (causa proxima | proximate cause) ;

+ Kehati-hatian (reasonable care) ; |

« Kondisi Terbaik (state-of-the-art) ;

« Salah Penggunaan (misuse) ;

¢ Produk Tidak Aman yang Tak Terhindarkan (the unavoidably unsafe
product) ,

s Produk Teraman (high-end clause).

« Bahaya Nyata (obvious danger)

o Pembelajaran Perantara (the leamed intermediary)

+ Pernyataan Pembatasan (disclaimer).

367




1.2.

h.

Pertanggungjawaban produk (product liability) di dalam UUPK.

Sekalipun tidak secara tegas menyatakannya, ketentuan di dalam UUPK
yang menggunakan struktur pertanggungjawaban produk adalah Pasal
19 UUPK, yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab
memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, danfatau kerugian
konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau
diperdagangkan. Selanjutnya, di dalam sengketa pedanggungjaWaban
produk, unsur kesalahan dinyatakan berada di pihak produsen sebagai
tergugat segera setelah produk yang dihasilkan produsen menimbulkan
kerugian pada konsumen sebagai penggugat, sehingga pembukiian
unsur kesalahan bukan merupakan beban konsumen lagi, tetapi justru
merupakan beban pihak produsen untuk membuktikan bahwa ia tidak
bersalah (shifting the burden of proof atau pembuktian terbalik). Hal ini
diatur di dalam Pasal 28 UUPK yang menyatakan bahwa pembuktian
terhadzap ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi
dalam. Pasal 12 UUPK merupakan beban dan tanggungjawab pelaku

usaha.

Hasil penelitian tentang pedindungan konsumen (consumer protection),

adalah sebagai berikut :

a.

Sejarah perkembangan periindungan konsumen baik di Indonesia
maupun di luar Indonesia.
Secara umum perkembangan Konsumensme (consumerism) telah

menghasilkan hak-hak dasar konsumen, yaitu :
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e The right to safely ;

e The right to be informed ;

L]
5]

The nght to choose |
» The rightto be heard ;
e The right to redress :
s« The déht to an environment that will enhance the quality of life.
Sebagai puncaknya adalah penerbitan Unifed Nations Resolution
Nomor 39/248 tentang Consumer Protection, pada tanggal 9 Aprii 1985,
beserta Lampirannya vyang berjudul Guidelines For Consumer

Protection.

Di lingkungan common faw system, sebetlum Abad 20 relatif banyak
peraturan perundang-undangan yang tidak secara langsung mengatur
perindungan konsumen, namun secara tidak langsung berdampak
pada perlindungan terhadap konsumen. Puncak dari perkembangan
perindungan konsumen di Inggris ditandai dengan penetapan beberapa
peraturan perundang-undangan yang memang bertujuan melindungi
konsumen, antara lain adalah the Trade Descriptions Act 1968, the
Consumer Credit Act 1974, the Consumer Protection Act 1987, dan the
Food Safety Act 1990, yang memberi dasar pembenaran bagi peraturan
perundang-undangan untuk melakukan campur tangan dalam urusan

perdagangan atau bisnis.

Di Amerika, semula fokus dari gerakan pedindungan konsumen sejalan

dengan gerakan perindungan konsumen di berbagai tempat di dunia

369




yang berlangsung pada Abad 20. Perkembangan signiﬁkan dalam hal
perlindungan konsumen di Amerika, terjadi ketika perhatian ditujukan
terhadap ketidakberdayaan kelompok minontas dan miskin dalam
proses pengambilan keputusan yang berpengaruh pada kepentingan
konsumen, baik di lingkungan pemerintah maupun di lingkungan
perusahaan swasta. Secara politis perkembangan ini telah
memungkinkan dan mempopulerkan perﬁbuatan dan penegakan
peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen. Lebih lénjut,
kondisi ini menjadi dasar peningkatan campur tangan para aktivis
perindungan konsumen, walaupun tetap terbatas, terhadap tindakan
pemerintah dan upaya membangun sebuah iembaga independen untuk
advokasi konsumen, yang menjalankan fungsi perwakilan atas nama
kepentingan konsumen. Dimensi baru dalam perlindungan konsumen
ini, telah menjadi fundamen bagi tanggungjawab sosial suatu

perusahaan (corporate social responsibility).

Di Ingkungan civil law system, perkembangan perlindungan konsumen
diawali pada tahun 1947 ketika Prof. E.M.Mejjers dari Universitas
Leiden diberi tugas untuk merancang BW baru Belanda. Dalam
Rancangan Buku 6 Bagian 3 BW baru Belanda tentang Produkten-
aansprakelijkheid, yang rancangan awalnya (preliminary drafts) dibuat
oleh Prof E.M.Meijers, terdapat Pasal 185 (1407a BW) sampai dengan
Pasal 193a (1407i BW) yang mengatur perhal pertanggungjawaban
produk. Pada tehun 1980 Pariemen Belanda dapat menyetujui
Rancangan Buku 6 BW baru Belanda ini. Upaya memasukkan

ketentuan tentang pertanggungjawaban produk ke dalam BW baru
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Belanda merupakan bukti bahwa perhatian terhadap peﬂindungan.

konsumen ielah tumbuh di Negeri Belanda pada awal tahun 50-an.

Di Indonesia, perfindungan konsumen telah diupayakan oleh Yayasan
Lembaga Konsumen indonesia (YLKI) paling sedikit sejak tahun 70-an,
tetapi upaya tersebut senantiasa kandas. Memang cukup banyak
peraturan perundang-undangan yang sec;alra tidak langsung berdampak
pada upaya melindungi konsumen sebelum tahun 1999, namuh puncak
dari upaya perlindungan konsumen di Indonesia adalah pengundangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Periindungan Konsumen.

Masalah abadi dalam perlindungan konsumen (the never-ending
problems of consumer protection).

Ketidaksamaan kondisi perindungan konsumen pada fingkat
internasional, yaitu antara negara maju dan neg'a_rga-berkembang atau
negara miskin, menghasikan satu dari sejumlah masalah abadi
perindungan konsumen. Hal tersebut menciptakan hambatan non tadf
(non tariff barriers) di dalam perdagangan internasional, yaitu negara-
negara sedang berkembang atau negara miskin tidak mungkin dapat
mengekspor komoditinya ke negara-negara maju, berhubung komoditi
yang dihasilkannya tidak memenuhi standar minimum suatu produk
yang ditetapkan oleh negara-negara maju sebagai pengimpor.
Sementara itu, apabila negara-negara pengekspor harus mengembéng-
kan kualitas komoditinya dalam rangka memenuhi standaf negara
pengimpor, maka hal tersebut akan meningkatkan biaya produksi yang

terjadi akibat dimasukkannya unsur biaya penelitian dan unsur biaya
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pembelian peralatan produksi canggih ke dalam biaya produksi'
tersebut. Pada gilirannya, semua biaya penelitian dan peralatan secara
atomatis akan dibebankan pada harga produk. Kenaikan harga produk
menyebabkan produk tersebut tidak mampu bersaing dengan produk
sejenis yang telah terlebih dahula beredar di pasaran. Alhasil, negara
pengekspor akan memutuskan untuk memasarkan produk tersebut di
negaranya sendiri, atau kalaupun diekspor maka akan diekspor ke
negara-negara sedang berkembang lainnya atau ke negara-negara
7 miskin (less developed countries) yang masih mengijinkan produk itu
untuk dipasarkan di negara-negara tersebut. Situasi semacam ini tentu
menjadi masalah abadi, yang tidak memberikan banyak dorongan pada
perkembangan periindungan konsumen di negara-negara sedang

berkembang, terlebih lagi di negara-negara miskin.

Di tingkat nasional, perindungan konsumen dapat digambarkan sebagai
sebuah matriks multi dimensi, di mana berbagai dimensi tersebut
memiliki hubungan dan ketergantungan satu dengan yang jainnya.
Paling tidak terdapat tiga dimensi perindungan konsumen pada tingkat
nasional, yaitu pelaku (the actors), bidang (the fields), dan pola
pelaksanaan perlindungan konsumen (the realization pattems of
consumer protection). Selain itu, perlindungan konsumen akan
senantiasa berbanding lurus dengan perkembangan ilmu dan teknologt,
serta perkembangan konsumen sendiri sebagai manusia yang pola

konsumsinya senantiasa berubah.
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¢. Tujuan dari upaya pertindungan konsumen, baik secara hukum maupun.
non hukum.
Hasil penelitan. menunjukkan bahwa secara umum fujuan upaya
periindungan konsumen, adalah memberikan perlindungan kepada
konsumen agar terhindar dari hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian
dalam penggunaan barang dan/atau pemanfaatan jasa. Di samping
itu, terdapat macam-macam perbedaanr gradual 7téntang tujuan upaya
perlindungan konsumen, khususnya antara “negara-negara maju dan
negara-negara sedang berkem-bang serta negara-negara miskin.
Perbedaan tersebut paling sedikit berkenaan dengan dua hal, yaitu
tingkat perlindungan (leve! of protection) dan standar kerusakan barang

dan/atau jasa (standard of damaged goods and services). .

d. Pelbagai upaya perlindungan konsumen dapat dibagi habis atas dasar
macam-macam kriterium. Salah satu pengelompokan adalah sebagai
barikut -

« Upaya perlindungan konsumen secara non hukum, yang terdiri dari
Strategi Nir Aksi (Do nothing strategy) dan Ragam Aksi
{Miscellaneous) ;

« Upaya perlindungan konsumen secara hukum, yang terdiri dari
Peraturan Perundang-undangan (Legisfation), Peradilan (Litigation)
dan Di Luar Peradilan (Non Litigation), serta Pengaturan Mandiri

(Voluntary self-regulation).

e. Upaya perindungan konsumen di Indonesia dapat dikelompokkan

menjadi upaya perlindungan konsumen pra UUPK dan pasca UUPK.
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Pada masa pra UUPK, dapat dikemukakan bahwa berdasarkan'
berbagai jenis upaya perdindungan konsumen sebagaimana disebutkan
di atas, strategi nir aksi mendominasi berbagai upaya untuk melindungi
diri konsumen di Indonesia. Sikap nir aksi ini terkait erat dengan budaya
malu manusia Indonesia yang terungkap di dalam hasil penelitian oleh
Fakultas Hukurmn Universitas Indonesia bekerjasama dengan Badan
Penelitian dan Pengemmbangan Perdagangan, Departemen
Perdagangan tentang Rancangan Akademik Undang-Undang

Perlindungan Konsumen.

Pada masa pasca UUPK, upaya perindungan konsumen meialui

pembuatan peraturan perundang-undangan, dapat dikatakan sangat

akseleratif. Dalam kurun waktu lima bulan yaitu sejak bulan Juli 2001
sampai dengan Desember 2001, iela’h ditetapkan tujuh buah peraturan
perundang-undangan ur;tuk melaksanakan UUPK. Di samping itu
penyelesaian sengketa konsunﬂen melalui peradilan (/itigation) pada
masa Pasca Undang-Undang Perindungan Konsumen, yaitu sejak 20
Apiil 2000 sampai dengan penelitian ini dilakukan (selama kurang lebih
dua tahun), ternyata telah terdapat enam kasus baik yang akan
diproses, masih dalam proses, maupun yang telah selesai diproses

melalui peradilan.

Prospek upaya perlindungan konsumen di Indonesia tampaknya
tergantung pada implementasi UUPK yang jelas telah memberikan daya
dorong {impetus) yang luar biasa pada segala daya upaya yang selama

ini senantiasa nyaris kandas untuk memberikan perlindungan kepada
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konsumen Indonesia. Berbagai kelembagaan, baik lembaga pemerintah
maupun lembaga swadaya masyarakat telah didirikan, dan bahkan
didorong untuk dapat melaksanakan tugasnya seperti dirumuskan di

dalam UUPK.

Membebankan sepenuhnya kewaspadaan tentang keamanan dan
kualitas barang dan/atau jasa kepada koﬁsumen dipandang sebagai
sesuatu yang tidak adil, karena pada umumnya konsumen adalah pihak
yang awam untuk dapat mengetahui tingkat keamanan dan kualitas
barang dan/atau jasa yang akan dikonsumsinya. Sebaliknya, peiaku
usaha yang memproduksi barang dan/atau menghasilkan jasa justru
merupakan pihak yang paling mengetahui tentang tingkat keamanan
dan kualtas barang dan/atau jasa yang ditawarkannya kepada
konsumen. Karena itu, sangat logis bahwa pelaku usaha harus memiliki
tingkat kewaspadaan yang tinggi ketika memproduksi barang dan/atau
menghasilkan jasa. Kerangka perpikir ini menyebabkan pergeseran
pandangan upaya periindungan konsumen, yaitu dari caveat emptor ke
caveaf venditor. Sejalan dengan itu, UUPK mengutamakan pengaturan
pada perilaku pelaku usaha barang dan/atau jasa daripada mengatur

tentang kepentingan konsumen.

intervensi UU.No. 8 Tahun 1999 tentang Perindungan Konsumen
terhadap kegiatan pelaku usaha dalam dunia usaha, seharusnya
menjadi titik tolak bagi pembangunan masa depan upaya perlindungan

konsumen di Indanesia.
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1.3.

Hasil penelitian tahap ketiga atau terakhir adalah mengenai fungsi (posisi dan
kontrbusi) lembaga hukum pertanggungjawaban produk (product liability),
dalam upaya perlindungan hukum terhadap konsumen pada umumnya, dan

konsumen di Indonesia pada khususnya, yang meliputi :

a. Keragaman masyarakat dengan sistern hukum yang berbeda, yaitu civif
law system dan common law system, telah hembeﬁkan inspirasi tentang
pemanfaatan iembaga hukum pertanggungjawaban produk dalam upaya
perfindungan konsumen. Perbedaan yang prinsip antara kedua sistem
hukum di atas, menunjukkan bahwa pada keduanya terdapat hai-hal
yang pada awalnya dapat merupakan sesuatu kelebihan, tetapi
kemudian telah kehilangan peran penting sebagaimana dimiliki semula.
Perubahan dan perkembangan pada kedua sistem hukum tersebut
antara lain disebabkan oleh perubahan dan perkembangan realitas
empirikal dalam masyarakat di mana kedua sistem hukum tersebut
digunakan. Oleh karena itu, tidak dapat disangkal bahwa keragaman
masyarakat sebagai suatu realitas empirikal sangat berpengafuh pada
timbulnya keragaman sistem hukum yang tumbuh dan berkembang di

dalam masing-masing masyarakat tersebut.

b. Posisi lembaga hukum pertanggungjawaban produk (product liability) di
dalam kedua sistem hukum tersebut, baik common law system maupun
civil law system, dalam upaya perlindungan hukum terhadap konsumen

dapat digambarkan sebagai berikut :
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Marketing Caveat | Liability | Liability
Concept | Structure Regime

The Production
Concept {
The Product Caveat i No Prvity— Contraciual
Concept Emptor . No Liability Liabilily
The Selfing ?
Caoncept
The Markeling
Coricept Caveaf ¢ No Pnvity — Product
The Societal Vendifor Liability Liabifity
Marketing Concept

Posisi lembaga hukum pertanggungjawaban produk (product liability)
berada pada masa konsumen memiliki posisi tawar yang sejajar atau
bahkan lébih tinggi daripada posisi tawar pelaku usaha, yaitu pada masa
penggunaan the Marketing Concept dan the Societal Marketing Concept

oleh pelaku usaha.

Sedangkan kontribusi pertanggungjaw'aban produk dalam rangka
perdindungan hukum terhadap konsumen, baik di dalam common faw
maupun di dalam civil law system system, adalah sebagai berkut :

« Di dalam lembaga hukum pertanggungjawaban produk yang
diciptakan oleh ilmu hukum, terdapat suatu mekanisme hukum untuk
menjamin agar kepuasan konsumen dan/atau kesejahteraan umat
manusia dapat selalu diwujudkan oleh pelaku usaha, terepas dan
strategi pemasaran yang digunakan oleh pelaku usaha :

» Mekanisme hukum yang dimaksud meliputi hal-ha! sebagai berikut :

c Kendali dan keputusan penggunaan mekanisme hukum tersebut
berada di tangan konsumen, sehingga ketika konsumen tidak

memperoleh kepuasan dan/atau kesejahteraan umat manusia
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yang diharapkannya dari pelaku usaha, maka konsumen dapét
serta' merta menggunakan mekanisme hukum tersebut ;

Pelaku wusaha bertanggungjawab atas dan berkewajiban
memberikan ganti rugi kepada konsumen, terlepas (tidak
tergantung) dari keberadaan perjanjian antara konsumen dengan
pﬂelaku usaha, akibat kepuasan danfatau kesejahtersan umat
manusia yang diharapkan konsum.en tidak ;:iapat dipenuhinya ;
Pelaku usaha vyang tidak berhasil memenuhi harapan -konsumen
sebagaimana disebutkan di atas, langsung dianggap bersalah
{presumption of faulf) ;

Apabila konsumen menggugat pelaku usaha untuk memperoleh
ganti rugi atas kerugian yang dialaminya, maka konsumen tidak
harus membuktikan kesalahan pelaku usaha, melainkan justru
pelaku usaha yang harus membukitkan bahwa ia fidak bersalah

(shifting the burden of proof).

c. Posisi dan kontribusi lembaga hukum pertanggungjawaban produk

(product liability) di indonesia terhadap upaya periindungan hukum

terhadap konsumen di Indonesia, meliputi :

Pengaruh perkembangan masyarakat Indonesia terhadap sistem
hukum yang dianut di Indonesia, dapat ditelaah berdasarkan
anggapan bahwa perkembangan masyarakat Indonesia masih dalam
proses mengkrstalisasikan kebudayaan indonesia, termasuk budaya
hukumnya. Hal ini dapat dilihat di satu pihak sebagai beban untuk
menyelesaikannya, namun di {ain pihak dapat dilihat sebagai peluang

untuk mengémbangkan sebuah sistem hukum Indonesia yang
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modem, relevan, serta tidak terisolasi dan sistem hukum lainnya di

dunia.

Pengaruh sistem hukum di indonesia terhadap penerbitan Undang-

Undang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut :

C

0

Berhubung hingga saat ini belum dapat dirumuskan apa yang
disebut sebagai sistem hukum lndo.nesia, maka lebih tepat
kiranya apabila digunakan istilah sistem hukum di Indonesia ;
Sistem hukum di Indonesia merupakan sistem hukum vang
pluralistik, yang tumbuh dan berkembang di tengah pluralisme
hukum akibat politik hukum Belanda di Hindia Belanda ;

Politik hukum Belanda di Hindia Belanda dapat mengakibatkan
golongan bumi putera Indonesia menjadi terisolasi dari
perkembangan dunia ;

Namun kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia
telah menggunakan konsep, asas dan pranata hukum baik dari
hukum Eropa, hukum adat, maupun hukum islam. Hukum yang
pada kenyataannya digunakan inilah yang disebut sebagai hukum
yang hidup (the living law) ;

Berdasarkan hukum yang hidup i#tulah UUPK dirancang ‘dan

kemudian diberakukan terhitung mulai tanggal 20 April 2000.

Posisi dan kontribusi lembaga hukum pertanggungjawaban produk di

dalam Undang-Undang Perindungan Konsumen adalah sebagai

berkut :




o Posisi lembaga hukum pertanggﬁngjawaban produk di datam
Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
UUPK ternyata tidak mencantumkan Iembaga hukum
pertanggungjawaban produk secara tersurat, walaupun beberapa
ciri dari lembaga hukum pertanggungjawaban produk dapat
ditemukan dalam beberapa pasal UUPK. Pasal-pasal yang
dimaksud antaré lain adalah Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (5) serta
Pasal 28 UUPK. Posisinya secara teoretik adalah pada masé
konsumen memiliki posisi tawar yang sejajar atau bahkan lebih
tinggi daripada posisi tawar pelaku usaha. Posisi konsumen
seperti itu merupakan akibat penggunaan secara luas the
Marketing Concept dan the Societal Marketing Concept sebagai
the living law, oleh pelaku usaha di Indonesia pada saat ini.
Posisi ciri-ciri lembaga hukum pertanggungjawaban produk di

dalam UUPK dapat digambarkan sebagai berikut :

The Living UUPK |
Law

In Indonesia | Caveat | Liability | Liability |
i Structure! Regime

The Marketing

Concept Caveat No Privity — | Elements of

The Sacietal Venditor Liability Product

Marketing Liability

Concepft

o Kontribusi ciri-ciri lembaga hukum pertanggungjawaban produk
terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah

sebagai berikut :




a.

lLembaga hukum pertanggungjawaban produk yang ciri-cirinya
terdapat di dalam UUPK, menyediakan suatu mekanisme
hukum untuk menjamin agar‘ konsumen tidak mengalami
kerugian, pencemaran danfatau  kerusakan  ketika
mengkonsumsi produk yang dihasilkan pelaku usaha. Jaminan
tersebut adalah dalam rangka mewujudkan kepuésan
konsumen dan/atau kesejahteraaﬁ umat manusia oleh pelaku
usaha, terlepas dari strategi pemasaran yang digunakén oleh
pelaku usaha ;

Mekanisme hukum yang disediakan oleh UUPK meliputi hal-

hal sebagai berikut :

o Kendali dan keputusan penggunaan mekanisme hukum di
dalam UUPK tersebut berada di tangan konsumen,
sehingga ketika konsumen mengalami Kkerugian,
pencemaran dan/atau kerusakan ketika mengkonsumsi
produk yang dihasilkan pelaku usaha, maka konsumen
dapat serta merta menggunakan mekanisme hukum yang
disediakan oleh UUPK tersebut ;

« Berdasarkan ciri-ciri lembaga hukum pertanggungjawaban
yang terkandung di dalam UUPK, pelaku usaha
bertanggungjawab atas dan berkewajiban memberikan
ganti rugi kepada konsumen, terlepas (tidak tergantung)
dari keberadaan perjanjian atau kontrak antara konsumen
dengan peiaku usaha, akibat konsumen mengalami
kerugian, pencemaran dan/atau kerusakan ketika

mengkonsumsi produk yang dihasilkan pelaku usaha ;
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« Pelaku usaha yang menyebabkan kohsumen menderita.
kerugian, pencemaran dan/atau kerusakan ketika
mengkonsumsi produk yang dihasilkan pelaku usaha,
menurut UUPK langsung dianggap bersalah (presumption
of fault) ;

« Berdasarkan UUPK épabila konsumen menggugat pelaku
usaha uniuk memperoleh -'ganti rugi atas kerugian yang
dialaminya, maka konsumen tidak harus menﬁbuktikan
kesalahan pelaku usaha, melainkan justru pelaku usaha
yang harus membukiikan bahwa ia tidak bersalah {shifting

the burden of proof).

Dari hasil penelitian tentang prospek cifi-ciri lembaga hukum
pertanggungjawaban produk di dalam UUPK dalam upaya
perlindungan secara hukum terhadap konsumen di Indonesia, dapat
disimpulkan bahwa bercermin dari negara-negara maju, baik yang
menggunakan common law system maupun civil faw system, maka
agaknya masyarakat Indonesia tidak perlu merasa direndahkan
martabatnya bila mengambil alih asas, konsep. serta strukturlembaga
hukum pertanggungjawaban produk yang berasal dar negara-negara
tersebut, untuk kemudian disesuaikan dengan kondisi lokal. Hal ini
beratti masyarakat Indonesia menggunakan strategi akomodatif
dalam menghadapi arus globalisasi mengenai lembaga hurkum

pertanggungjawaban produk, karena:
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a. Di dalam hukum adat Indonesia tidak dikenal lembaga hukum
pertanggungjawaban produk, padahal di bebagai belahan dunia
pertanggungjawaban produk merupakan lembaga hukum yang
telah diterima secara umum untuk melindungi konsumen. Oleh
karena itu, agar berkesempatan masuk dalam pergauian dunia,
indonesia harus mengutamakan penggunaan lembaga hukum
pertanggungjawaban produk yang.ﬁmum diterima oleh bangsa-
bangsa di dunia ;

b. Indonesia tidak dapat begitu saja mengambil alih asas, konsep,
serta struktur iembaga hukum pertanggungjawaban produk yang
berasal dari negara maju, namun harus dilakukan penyesuaian
dengan konsidi indonesia sebagai negara berkembang. Apalagi
dari sejarah perkembangan lembaga hukum tersebut, bagi
masyarakat Indonesia lembaga hukum itu merupakan lembaga
hukum yang relatif sangat baru, bahkan UUPK pun sama sekali
tidak menyebut sebagai salah satu upaya melindungi konsumen :

c. Pengadopsian lembaga hukum pertanggungjawaban produk
dalam rangka periindungan konsumen tidak perlu dilakukan
. dengan memasukkannya langsung ke dalam kodifikasi hukum
perdata, melainkan dapat dimuat tedebih dahulu di dalam suatu
peraturan perundang-undangan tertentu, dalam hal ini UUPK.

d. Ciri-ciri lembaga hukum pertanggungjawaban produk di dalam
UUPK hendaknya diformalkan menjadi isi dan suatu bagién

berjudu! Pertanggungjawaban Produk.
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2. Saran
Usaha untuk menempatkan lembaga hukum pertanggungjawaban produk sebagai
lembaga hukum yang handal dalam melindungi konsumen secara hukum, bukanlah
suatu usaha yang tanpa rintangan. Dari sejarah perkembangan lembaga hukum
tersebut, dapat diketahui betapa tinggi resistensi para hakim di Inggris dan Amerika
untuk melepaskan paradigma no privity — no liability. Paradigma yang dilat}‘irkan’
dalam rangka melindungi ‘infant industries’ pasca 7Revo|usi Industri, telah berakar.
kurang lebih satu setengah abad baik di Inggris maupun di Amerka, seolah
memberikan pembenaran moral terhadap posisi tawar pelaku usaha yang jauh
melebihi posisi tawar konsumen, yang nota bene menghidupinya. Posisi tawar
pelaku usaha yang unfouchable merupakan pupuk yang menyuburkan lahan
pemanfaatan strategi bemasaran bertujuan tunggal yaitu menghasilkan keuntungan
(profity yang sebesar-besarnya. Tidak diragukan lagi bahwa konsumen harus
memberikan penghargaan yang tinggi kepada para pejuang konsumerisme, antara
lain Ralph Nader dan President John F.Kennedy yang dengan gigih dan konsisten
melalui pelbagai macam cara dan wahana telah berjuang demi penyetaraan posisi
tawar konsumen dan pelaku usaha. Harus diakui bahwa tulisan, pidato, advokasi,
dan pendampingan mereka dalam hal periindungan konsumen, telah memberikan
sumbangan vyang sar;gat hesar pada upaya pendidikan konsumen {(consumer
education), dan di sisi lain telah membuat gentar para pelaku usaha sehingga
mereka mengubah strategi pemasarannya dengan tujuan ganda, yaitu kepuasan
pelanggan (kemudian juga kesejahteraan umat manusia) dan tentu saja memperoleh
keuntungan. Meskipun tujuan mulia kepuasan pelanggan dan kesejahteraan -umat
manusia boleh jad@ hanya kedok saja agar tujuan utama memperoleh keuntungan
dapat dipertahankan, namun ‘celakanya’ konsumen telah berada pada titik tiada

balik (point of no return) untuk senantiasa berada dalam posisi tawar yang setara.
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Fenomen seperti diilustrasikan di atas merupakan fenomen dunia, sehingga ’(erbawé
arus globalisasi telah pula melanda Indonesia, meskipun dalam tingkat kecepatan
vang amat sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara pendzhulunya.

Bahkan begitu rendahnya sehingga lembaga hukum pertanggung-jawaban produk

sebagai kampiun perlindungan konsumen di dunia, telah luput dioantumkap di dalam

sebuah undang-undang yang nota bene buatan tahun 1999, yaitu Undang-Undang

No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsume'n. UUPK tersebut secara malu-

malu hanya mengadopsi beberapa aspek lembaga hukum pertangguﬁgjawaban

produk, berbeda dengan ‘'saudara’ serumpunnya di dalam Nieuw Nederfands

Burgeriijk Wetboek yang dengan gagah berani mengaturnya di dalam suatu bagian

tersendiri di bawah judul Produktenaansprakelijkheid. Kondisi ini mengindikasikan

figa hal :

a. Posisi tawar pelaku usaha masih sangat tinggi dan kuat akibat pola sentralistik
yang senggja diciptakan dan dijadikan ideologi oleh rezim penguasa selama
lebih dari tigapuluh tahun. Alhasil, pola tersebut merasuk juga ke kalangan
pelaku usaha yang menjalankan gaya yang identik dengan gaya para pemegang
kekuasan publik, terlebih lagi apabila dibumbui dengan aroma kolusi. Timbuliah
pelbagai macam pola monopoli dan tataniaga baik yang dilakukan secara terang-
terangan maupun yang secara diam-diam terintegrasi di dalam sistem yang
sengaja diciptakan untuk melanggengkan pemenuhan kepentingannya ;

b. Posisi tawar konsumen yang amat sangat rendah, sehingga atas nama budaya
malu maka lengkaplah sudah strategi nir-aksi konsumen dalam menghadapi ulah
pelaku usaha. Pada Abad 21 ini, di Indonesia masih mungkin terjadi perubahan
kontrak atau spesifikasi produk yang dilakukan secara sepihak serta semena-
mena oleh pelaku usaha, tanpa ada sedikit pun rasa malu atau rasa bersalah

atas apa yang dilakukannya ;
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c. Ketidakpedulian pemerintah terhadap pelanggaran hak-hak konsumen sebagai
warganegara, yang nota bene merupakan tugas dan kewajiban mereka untuk
melindunginya. Hal ini terbukti dari fakta bahwa RUU. Perlindungan Konsumen
yang telah diajukan oleh YLKI pada tahun 1981 tidak digubris sama sekali oieh
Pemerintah selama 17 {tujuh belas) tahun. Bahkan UUPK yang.t'-é-!ah berlaku
mulai 20 April 2000 pun lahir dari usul inisiatif pihak Dewan Perwakilan Rakyat

pada tahun 1898.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, atas prakarsa dan gerak cepat Direktorat
Pedidungan Konsumen, telah berhasil diundangkan hampir semua kelengkapan
peraturan pelaksanaan serta kelembagaan yang dibutuhkan dalam menerapkan
UUPK. Oleh karena itu yang sisa adalah pelaksanaan dan penegakan UUPK
tersebut oleh para pemegang peran dalam perlindungan konsumen, khususnya

melalui lembaga hukum pertanggungjawaban produk.

Berdasarkan resume fakta di atas, maka perlu kiranya disarankan beberapa tindak
fanjut konkrit agar lokomotif perlindungan konsumen dapat melaju secara akseleratif,
yaitu :

a. Sebelum kodifikasi hukum perdata Indonesia berhasil diciptakan, maka
keberadaan lembaga hukum pertanggungjawaban' produk di dalam sebuah
undang-undang sektoral seperti UUPK, dapat tetap dipertahankan karena
disadari sepenuhnya bahwa menyusun sebuah kodifikasi tidak semudah
menyusun sebuah undang-undang. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan
bahwa revisi Burgedijk Wethoek 1838 menjadi Nieuw Burgerijjk Wetboek di
Negeri Belanda, yang dimulai oleh Mejjers pada tahun 1847 telah menghabiskan

wakiu lebih dari 50 tahun.
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Adapun yang sungguh-sungguh perlu mendapat perhatian dalam penyusunan
undang-undang sektoral seperti UUPK adalah konsistensi dan keutuhan pasal-
pasal di dalam undang-undang itu sendiri, serta konsistensi dan keutuhan antara
undang-undang tersebut dengan peraturan perundang-undangan lain di dalam
sebuah sistern hukum yang disebut sistem hukum indonesia. Hal ini periu
mendapat perhatian, karena ternyata fenomené penyusunan peraturan
perundang-undangan secara sektoral di Indonesia masih memunculkan berbagai
inkonsistensi baik di dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri, maupun
antar peraturan.perundang-undangan satu dengan yang lainnya. Memang
tingkat produktivitas penyusunan perafuran perundang-undangan di Indonesia
sejak tahun 1998, baik atas usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat maupun
terutama oleh Pemerintah, adalah sangat spektakuler dan tidak pernah terjadi
sebelumnya di dalam sejarah panjang ketatanegaraan Indonesia. Agar
semangat yang baik dalam memproduksi peraturan perundang-undangan
tersebut membuahkan hasil yang baik pula, maka sangat diperlukan kataat-
asasan semua pihak mulai dari penggagas, penyusun, dan pelaksana peraturan

perundang-undangan terhadap suatu asas, konsep, serta struktur yang sama.

Khusus tentang re-evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan di bidang

perindungan konsumen disarankan agar :

e Taat-asas pada pandangan hidup serta budaya hukum Indonesia maupun
politik hukum negara Indonesia yang hidup dan beriaku ketika re-evaluasi
dan revisi tersebut dilakukan ;

« Mencermati secara sungguh-sungguh perkembangan peraturan perundang-

undangan di bidang perlindungan konsumen yang terjadi di berbagai sistem
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hukum, baik common faw system maupun civil law system. Bahkan jika‘

dipandang cocok dengan pandangan hidup, budaya hukum, maupun politik

hukum negara Indonesia, maka tidak perlu ragu untuk mengadopsi asas,

konsep, serta struktur peraturan perundang-undangan tersebut demi

kepentingan bangsa dén negara. Menurut prediksi Penulis, paling sedikit

terdapat dua alasan sehingga pengadopsian asas, konsep, dan struktur

peraturan peraturan perundang-undangan yang bz_—:résal dari luar Indonesia

dapat dilakukan, yaitu :

G

Pada masa ini sedang terjadi pendekatan antara kedua sistem hukum
yvang paling berpengaruh di dunia, yaitu common law system dan civil faw
system, Ke arah suatu harmonisasi hukum yang menghasilkan satu
sistem hukum. Intensitas pendekatan ini dipicu pertama-tama oleh arus
regionalisasi di Eropa yang menghasilkan organisasi regional Masyarakat
Ekonomi Eropa, yang kemudian secara berturut-turut berkembang
menjadi Masyarakat Eropa dan yang mutakhir adalzh Uni Eropa.
Organisasi regional Uni Eropa dipandang oleh para akhli sebagai sebuah
tatanan organisasi internasional yang baru, karena di dalamnya diakui
keberadaan sebuah badan supranasional yang disebut Komisi Eropa,
dimana komisi tersebﬁt diberi fugas dan wewenang untuk menerbitkan
‘requlation’ yang secara langsung berlaku (directly applicable) di semua
negara anggotanya. Penyusunan, pemberlakuan, dan pelaksanaan
regulation tersebut jelas pada awalnya menghadapi tantangan yang luar
biasa besarnya dari negara-negara anggotanya sendiri, ka.rena seperti
diketahui bahwa di antara negara-negara anggota Uni Eropa terdapat
inggris sebagai kampiun common law system dan Perancis sebagai

kampiun civil faw system. Namun melalui program yang mereka sebut
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sebagai harmonisasi hukum, maka pada tingkat perkembangannya yang A
sekarang dapat dikatakan bahwa perkawinan anfara kedua sistem hukum
yang paling berpengaruh di dunia itu telah berlangsung secara efektif.
Contoh monumental di bidang perindungan konsumen adalah penerbitan
Directive on the Approximation of the Laws, Regulations and
Administrative Provisions of the Member States concerning Liability for
Defective Products pada tanggal 25 Juli 1985_ Meskipun tidak berbentuk
regulation melainkan berbentuk directive, yang implementasinya di
negara-negara anggota memerukan tindakan pengundangan melalui
peraturan perundang-undangan nasional negara masing-masing, namun
pada saat ini di Uni Eropa berlaku satu asas, konsep, dan struktur hukum

yang identik {entang lembaga hukum peranggungjawaban produk.

Pendekatan antara common law system dan civil law system ini akan
terus berlangsung tidak hanya di belahan dunia Barat, melainkan juga di
belahan dunia Timur. Seperti diketahui bahwa dalam rangka pelaksanaan
Asean Free Trade Area (AFTA), dimana di dalamnya akan berlangsung
sirkulasi bebas barang dan/atau jasa di antara negara-negara
anggotanya, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi conflict of laws yang
memang dapat diselesaikan melaiui hukum perdata internasional, namun
menurut prediksi Penulis penyelesaian perselisihan hukum tersebut
terlebih-lebih harus dilakukan melalui suatu upaya harmonisasi hukum di
lingkungan negara-negara anggota ASEAN. Jika hal ini terjadi, maka
tidak dapat ditolak dan harus dilakukan upaya pendekatan antara
common law system sebagaimana misalnya dianut oleh Singapura dan

civil law system sebagaimana misalnya dianut oleh Indonesia.
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Arus globalisasi menurut prediksi Penulis merupakan arus yang tidak

dapat dihambat dan ditolak coleh negara-negara di dunia, termasuk di

antaranya Indonesia. Arus__ globalisasi ini merupakan keluaran atas

beberapa ‘tegangan (tension) yang terjadi sebelumnya, di antaranya

tension antara :

- globalitas dan lokalitas (the global and the local) ;

- universalitas dan individualitas (the universal and the individda!) ;

- tradisil dan modern (tradition and modemity} ,

- pertimbangan jangka panjang dan jangka pendek (fong ferm and
short term consideration) ;

- kebutuhan untuk berkompetisi dan kepedulian {erhadap kesamaan
kesempatan (the need for competition and concemn for equality of
opportunity) ;

- ekspansi pengetahuan yang luar biasa dan kemampuan manusia
untuk menerimanya (the extraordinary expansion of knowledge and
the hurman beings' capacity fo assimilate if) ;

- spiritualitas dan materialitas (the spiritual and the matenal).

Adapun ciri-ciri globalisasi sebagai keluaran dar berbagai fension
sebagaimana dikemukakan di atas, antara fain :

- ketiadaan batas (borderiess) diawali oleh bidang ekonomi ;

- tranparansi (fransparency) di berbagai bidang ;

- standarisasi (standardization) di semua bidang ;

- lintas budaya (cross cultural) di dunia ;
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- muncui nilai baru yang disebut kemitraan dan persaingén {coopetition,
yang berasal dari cooperation dan competition) ;

- nilai-nitai baru yang universal {the new common values) ;

- tatanan perdagangan dunia yang baru (the new infemational trade

orden.

Oleh karena itu, agar Indonesia dapat ikut serta secara akiif di dalam
pergaulan masyarakat global tersebut. beberapa lembaga hukum yang
bersifat global yang membuka kemungkinan Indonesia mendapat akses
ke dalam pergaulan global itu, mau tidak mau harus diakomodasi pula
oleh Indonesia, tentu dengan penyesuaian di berbagai aspek pada
pandangan hidup, budaya hukum, dan politik hukum negara Indonesia.
Contoh monumental mengenai hal ini adalah pengadopsian asas,
konsep, serta struktur lembaga hukum pertanggungjawaban produk yang
telah lama berlaku di berbagai belahan dunia ke dalam UUPK pada saét
re-evaluasi dan revisi UUPK tersebut dilakukan.
Mencemati hukum yang hidup (the living law) yang beraku di Indonesia,
karena bagaimanapun juga hukum yang hidup tersebut, Siasanya dalam
bentuk tak tertulis, merupakan pencerminan kesadaran hukum masyarakat
Indonesia dalam merespons berbagai aspek kehidupan manusia di dalam
pergaulan hidupnya. Salah satu aspek kehidupan manusia yang relevan
dengan perkembangan lembaga hukum pertanggungjawaban produk, adalah
aspek strategi pemasaran yang dirancang, ditetapkan, dan kemudian
diterapkan oleh pelaku usaha (dhi.produsen) barang. Dapat dilihat di dalam

kehidupan nyata bahwa ketika para pelaku usaha tersebut menjalankan
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strategi pemasarannya, sefain terikat pada peraturan perundang—undanganr
yang berlaku, ternyata mereka juga berkreasi sendiri untuk menyepakati
suatu tata krama periklanan yang diberiakukan oleh, untuk, dan di kalangan
mereka sendiri. Bentuk pengaturan diri sendiri tanpa harus menunggu
pengaturan oleh pemerintah, disebut sebagai voluntary self-regulation atau
business self-regulation. Contoh mengenai voluntary self-regulation adatah
bahwa produsen mengatur sendiri penyediaén wakiu secara reguier, untuk
menerima pengembalian barang-barang hasii produksinya yahg teiah
daluwarsa dari para distributor, subdistributor, grosir, atau pengecer. Selain
akan meningkatkan citra pelaku usaha tersebut sehingga pada gilirannya
dapat mendatangkan keuntungan, namun juga pada giliran yang fain secara
tidak langsung konsumen akan terlindungi dari bahaya mengkonsumsi
barang yang telah daluwarsa. Dalam teor pemasaran, strategi pemasaran ini
fermasuk di dalam the marketing concept. Contoh lain, adalah voluntary self-
regulation yang memberi kesempatan kepada konsumen air mineral dalam
kemasan untuk mengembalikan (baca : menjual) kemasannya pada
produsen dengan imbalan tertentu. Sekalipun motif yang dikemukakan oleh
produsen adalah dalam rangka ikut serta memelihara lingkungan hidup,
namun tidak dapat dipersalahkan bahwa sesungguhnya motif {ain yang
mendampinginya adalah memperbesar keuntungan. Secara feoretik, strategi

pemasaran semacam ini didasarkan pada the societal marketing concept.

Voluntary self-regulation atau business self-requlation di kalangan pelaku
usaha (dhi. produsen), menurut pendapat Penulis sangat wajar untuk
menjadi salah satu bahan masukan dalam re-evaluasi dan revisi yang akan

dilakukan terhadap UUPK.
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Hal fain yang disarankan untuk ditampung dalam rangka re-evaluasi dan
revisi UUPK adalah mengenai perkembangan modus transaksi perdagangan
mutakhir, yang dikenal sebagai e-commerce. Seperti diketahui, bahwa e-
commerce adalah modus transaksi perdagangan yang dilakukan dengan
menggunakan peralatan elektronik, yang dapat meliputi:
a. Modus yang relatif baru dalam melakukan transaksi perdagangan, yaitu
melalui internet, yang dapat terdiri atas : -
o B to B {business to business), yaitu mata rantai perdagangan dan
pelaku usaha yang satu ke pelaku usaha yang lainnya ;
5 B to C (business to consumer), yaitu mata rantai perdagangan dari
pelaku usaha ke konsumen.
b. Modus transaksi perdagangan yang lebih mapan yaitu melalui efectfronic
data interchange (ED/). ED! telah dikenal selama lebih kurang 20 tahun,
dan melibatkan pemilik jaringan tertutup dalam value added networks

(VANSs) melalui suatu perjanjian di antara para pelaku usaha sendiri.

Dalam hal pelaku usaha melakukan transaksi perdagangan barang dengan

konsumen (B to C) melalui internet, paling sedikit transaksi perdagangan

dengan modus baru ini memiliki dua ciri utama, yaitu :

a. Transaksi perdagangan dilakukan secara berjarak, bahkan kemungkinan
secara jarak jauh (fong distance) .

b. Transaksi perdagangan beriangsung tanpa tatap muka (faceless nature)
atau hahkan sama sekali tidak akan pernah bertemu.

Sehubungan dengan dua ciri utama ini, maka transaksi perdagangan barang

melalui internet akan berlangsung tanpa pemberian kesempatan kepada

konsumen untuk memeriksa secara fisik barang yang akan dibelinya. Hal ini
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sungguh berbeda dengan transaksi perdagangan konvensional dimana
konsumen memiliki kesempatan untuk memeriksa kondisi barang secara
fisik, dan bahkan dalam beberapa kasus konsumen dapat mencoba barang
yang akan dibelinya sebelum terjadi transaksi. Di dalam transaksi
~ perdagangan barang melalui inter;{et ini terdapat kemungkinan, bahwa
barang yang telah dibeli ternyata mengandung kerusakan (defect) ketika
akan dikonsumsi oleh konsumen. Dengan. aernikian dapat terjadi kasus
pertanggungjawaban produk yang melibatkan pelaku usaha dari suatu
negara. yang tidak pernah diketahui aiau dikenal secara fisik oleh konsumen
dari negara lain. Masalah yang timbul adalah bagaimana menuntut
pertanggungjawaban dari pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi dalam
hal konsumen mengalami kerugian, sementara domisili pelaku usaha dan
konsumen berbeda negara, serta sistem hukum yang digunakan oleh

keduanya berlainan pula.

Walaupun masalah di atas dapat diselesaikan melalui mekanisme pilihan
hukum (choice of law) yang terdapat di dalam hukum perdata internasional,
namun apabila Indonesia akan melivatkan diri dalam kancah transaksi
perdagangan sebagaimana dikemukakan di atas, maka re-evaluasi dan revisi
UUPK paling sedikit harus memuat kaidah penunjuk mengenai kemungkinan
terjadinya masalah tersebut, dan tata cara penyelesaiannya jilka masalah
tersebut dialami oteh konsumen Indonesia, ketika melakukan transaksi baik
di indonesia maupun di negara lain. Dengan demikian, konsumen Indonesia
akan mendapat perindungan melalui penggunaan lembaga hukum
pertanggungjawaban produk, ketika bertransaksi baik di indonesia maupun di

negara lain.
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b. Peru dilakukan penegasan secara material dan formal mengenai penggunaan
lembaga hukum pertanggungjawaban produk (product fiability) di Indonesia,
dalam rangka memberikan perindungan konsumen barang. Berhubung UUPK
yang berlaku mulai 20 April 2000 belum menyebutkan dan menggunakan asas,
konsep, dan struktur lembaga hukum tersebut, maka disarankan agar dilakukan
re-evaluasi dan kemudian revisi UUPK tersebut. -Acuan yang digunakan adalah
pandangan hidup dan budaya hukum Indonesia, fthe living law di Indonesia,
asas, konsep, dan struktur lembaga hukum pertanggungjawaban produk di

dalam common faw systerm dan civif law system.

Sebagai derivasi dari fortious liability, maka secara teoretik lembaga hukum

pertanggungjawaban produk harus tetap menggunakan pola torfious liability,

yaitu agar suatu perbuatan dapat dikusiifikasi sebagai perbuatan melawan
hukum maka harus mengandung 4 (empat) persyaratan sebagai berikut :

s« Terdapat unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku
usaha (dhiprodusen) dalam pengertian yang diperuas, yaitu meliputi
perbuatan melawan peraturan perundang-undangan, baik yang terulis
maupun yang tidak tertulis ;

« Terdapat unsur kesalahan dari pelaku usaha (dhi.produsen) yang langsung
dipersangkakan kepada pelaku usaha (presumption of faulf). Kesalahan yang
dimaksud adalah kesalahan subyektif yaitu kesalahan yang diakui oleh
pelaku usaha, dan kesalahan obyektif yaitu kesalahan sebagaimana difahrami
oleh orang pada umumnya ;

« Timbul kerugian, baik kerugian material maupun kerugian moral, pada pihak

konsumen. Kerugian yang dimaksud dapat berupa kerugian fisik mulai dari
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cedera (injury) sampai dengan kematian (death) ; kerugian harta benda baik

berupa kerusakan barang yang menjadi obyek sengketa, maupun kerusakan

i pada barang lain sebagai akibat terkena dampak barang yang menjadi obyek

sengketa ;

« Terdapat hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum yang ditakukan
oleh pelaku usaha (dhi.produsen) dan kerugian yang dialami oleh konsumen.
Hubungan kausal ini harus merupakan hubungan sebab-akibat tangsung

atau disebut causa proxima.

c. Saran tindak lanjut ketiga adalah mengenai penggunaan perténggungjawaban
langsung (strict liability), dan pengalihan beban pembuktian (shifting the burden
of proof) unsur kesalahan di dalam lembaga hukum pertanggungjawaban produk

di Indonesia.

Seperti telah diuratkan secara panjang lebar di dalam Bab {l, ternyata terdapat
dua pola strict liability, yaitu pola strict liability di daiam common law system
‘ terutama di Amerika, dan pola strict liability di dalam civil law system terutama di

Negeri Belanda.

Pola strict liability di dalam common law system terutama di Amerika merupakan
reaksi terhadap kekokohan prinsip no privity — no liability yang dianut oleh para
pelaku usaha. Privity citadel ini kemudian diruntuhkan oleh gerakan membeia
kepentingan konsumen (consumerism) yang dipelopori antara lain oleh President
John F.Kennedy dan Ralph Nader pada tahun 60-an. Consumernsm di Amerika
telah meluluhlantakan privity citade! sedemikian rupa, sehingga hasilnya berupa

sebuah pola pertanggungjawaban pelaku usaha yang berkelebihan atau eksesif.
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Disebut berkelebihan atau eksesif karena baik ada maupun tidak ada privity of
contract, ternyata ketika konsumen dirugikan oleh pelaku usaha maka pelaku
usaha bertanggungjawab secara langsung (stict liability) untuk memberikan
ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen. Konsekuensinya, ada
kemungkinan bahwa pengecer (retailer), sekalipun memiliki privity of contract
dengan konsumen sehingga tanggungjawabnya seharusnya berdasarkan atas
contractual liability, ternyata pengecer tersebut diﬁaruskan bertanggungjawab
secara langsung (strict liability) untuk membérikan ganti rugi, kepada konsumen
yang dirugikan oleh kerusakan (defect) barang yang dibeli dan pengecer
tersebut. Padahal kerusakan tersebut sama sekali bukan disebabkan oleh
kesalahan pengecer, melainkan disebabkan oleh kesalahan produsen barang.
Qleh karena pembebanan tanggungjawab untuk memberikan ganti rugi tersebut
tanpa memperhatikan pihak yang bersalah (irespective of fault), maka para akhli
hukum Amerika menyebut pertanggungjawaban tersebut sebagai pertanggung-
jawaban tanpa kesalahan atau liability based on no-fault atau no-fault liabifity,
atau karena semata-mata hanya memperhatikan pada resiko (risks) yang
ditimbulkan oteh kerusakan barang, maka sering pula disebut liability based cn

risks.

‘Sedangkan di lingkungan civif law systern sebagaimana nampak di Negéri
Belanda, strict liability tumbuh dan berkembang dalam sejarah yang berbeda
dengan sejarah pertumbuhan dan perkembangan strict liabifity di lingkungan
common law system terutama di Amerika. Di lingkungan civif law system, rezim
strict liabifity merupakan derivasi dari pertanggungjawaban atas dasar perbuatan
melawan hukum (fortious fiability). Adapun pertanggungjawaban atas dasar

perbuatan melawan hukum (fortious liability) adalah lembaga hukum
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pertanggungjawaban perdata berdasarkan atas kesalahan (fiability based on
fault), sehingga kerugian yang ditimbulkan hanya menjadi tanggungjawab dari
pihak yang terbukti telah melakukan kesalahan (no fault — no liability). Karena
membuktikan unsur kesalahan seseorang adalah hal yang relafif sangat sukar
dan berat dilakukan, apalagi menurut p&nsip hukum acara perdata barangsiapa
mendalilkan sesuatu (dhi.mendaliikan suatu kesaiahan) dibébani kewaiiban
untuk membuktikan sesuatu tersebut, maka délam perkembangannya unsur
kesalahan dipersangkakan pada pelaku  perbuatan melawan hukum
(presumptions  of faulfy seketika setelah yang bersangkutan melakukan
perbuatan melawan hukum tersebut. Berhubung pelaku perbuatan melawan
hukum telah dipersangkakan bersalah (fault), maka prinsip no fault — no liability
berubah menjadi if there is fault — there is fiability, dan konsekuensinya pelaku
perbuatan melawan hukum langsung bertanggungjawab (strict liability)

memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh korban.

Jika strict liability yang merupakan derivasi dari tortious liability diterapkan dalam
lembaga hukum pertanggungjawaban produk, maka pelaku usaha (dhi.
produsen) langsung dipersangkakan bersalah seketika setelah konsumen yang
mengkonsumsi barang yang rusak mengalami kerugian, dan pelaku usaha
langsung bertanggungjawab (strict liability) untuk memberikan ganti rugi atas
kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut. Dengan demikian, strict liability
yang merupakan derivasi dari fortious liability, tidak dapat disebut sebagai
pertanggungjawaban tanpa kesalahan atau fiabilify based on no-fault atau no-

fault liability, karena unsur kesalahan (faulf) tetap ada di dalam strict liability.
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Dari uraian di atas, tampak jelas bahwa meskipun common law system dan civil
law system menggunakan istilah yang sama, yaitu strict liability, untuk
menyatakan pertanggungjawaban fangsung, namun Kkonstruksi hukumnya
mengandung perbedaan di dalam kedua sistem hukum tersebut. Di dalam
common law .;ystem, strict liability dikonstruksikan sebagai tanggungjawab
langsung tanpa kesalahan, tetapi di dalam civil faw system, strict liability
dikonstruksikan sebagai tanggungjawab Iangsuné yang masih mengandung
unsur kesalahan yang dipersangkakan kepada pelaku perbuatan (dhi.pelaku

usaha).

Indonesia, sebagai negara yang telah lama berada di dalam rumpun civil law
system, menurut pandangan Penulis sebaiknya menggt;nakan konstruksi hukum
strict liability sebagaimana tumbuh dan berkembang di lingkungan civif law
systern dalam mengatur lembaga hukum pertanggungjiawaban produk di dalam

UUPK.

Adapun mengenai pengalihan beban pembuktian unsur kesalahan di dalam strict
fiability, dengan sendirinya juga terjadi perbedaan antara common law system
dan civil law system. Di dalam commbon law system, karena unsur kesalahan
dihapuskan (lability based on no-faulfy sehingga bukan merupakan persyaratan
untuk menentukan pihak yang bertanggungjawab memberikan ganti rugi, maka
dengan sendirinya tidak ada persoalan mengenai pengalihan beban pembuktian

unsur kesalahan.

Sebaliknya, di dalam civil law system, strict liability mempersangkakan unsur

kesalahan kepada pelaku usaha (presumptions of fault) seketika konsumen
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mengalami kerugian, sehingga unsur kesalahan merupakan persyaratan untuk-
menentukan pihak yang bertanggungjawab memberikan ganti rugi. Berdasarkan
prinsip barang siapa mendalilkan harus membuktikan, maka datam hal pelaku
usaha menyatakan bahwa ia tidak bersalah, dengan sendirinya pelaku usaha
harus membuktikan bahwa ia tidak melakukan kesalahan. Padahal ketika belum
diderivasi menjadi strict liability, yaitu ketika masih merupakan fortious fiability.
konsumen yang mengalami kerugianlah yang méndalilkan bahwa pelaku usaha
telah melakukan kesalahan, sehingga konsumen tersebut harus membuktikan
bahwa pelaku usaha telah melakukan kesalahan. Dengan demikian, di dalam
strict liability menurut civil law system telah terjadi pengalihan beban pembukfian
unsur kesalahan dari konsumen yang mendalilkan bahwa pelaku usaha tefah
melakukan kesalahan, kepada pelaku usaha yang dipersangkakan melakukan
kesalahan. Dalam hal pelaku usaha berhasil membukiikan bahwa ia tidak
melakukan kesalahan, maka ia fterbebas dari tanggungjawab langsung

memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan.

Konsisten dengan konstruksi hukum strict liability yang disarankan untuk
diterapkan dalam lembaga hukum pertanggungjawaban produk di Indonesia,
yaitu yang tumbuh dan berkembang di lingkungan civil faw system, maka
pengaturan beban pembuktian pun disarankan pula menggunakan pengaturan-

yang berasal dari lingkungan civil law system.

Secara akademik, tampak jelas bahwa kajian teoretik tentang lembaga hukum
pertanggungjawaban produk yang secara inheren menerapkan konstruksi hukum
stict liability dan pengalihan beban pembuktian unsur kesalahan, telah

memperkaya khazanah imu hukum pada umumnya, dan iimu hukum
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pedindungan konsumen pada khususnya di indonesia. Pada gilirannya kajiaﬁ

teoretik ini dapat merupakan landasan akademik yang signifikan dalam rangka

re-evaluasi dan revisi peraturan perundangan-undangan di bidang perlindungan

konsumen, terutama Undang-Undang Periindungan Konsumen di Indonesia.

Saran tindak lanjut terakhir adalah mengenai beberapa temuan dalam penelitian

ini yang perlu ditindaklanjuti dengan penelitian iain yang relevan dengan topik

temuan tersebut. Beberapa temuan yang dimaksud, antara lain :

Lembaga hukum pertanggungjawaban produk merupakan lembaga hukum
yang berada dalam lingkup hukum keperdataan. Namun kiranya tidak dapat
dihindarkan bahwa dalam banyak hal lembaga hukum publik, seperti
pemerintah pusat dan/atau daerah, badan usaha milik negara, perusahaan
umum, dan perusahaan daerah pada kenyataannya juga melakukan kegiatan
seperti halnya pelaku usaha, yaitu menghasilkan produk yang akan
dikonsumsi oleh masyarakat. Kenyataan ini paling tidak menimbulkan dua
pertanyaan dasar yang dapat diteliti lebih lanjut. Pertama, apakah terhadap
lembaga hukum publik tersebut dapat diberlakukan hukum periindungan
konsumen yang sama dengan hukum perlindungan konsumen yang beriaku
pagi pelaku usaha. Kedua, apakah pengaturan tentang kepuasan pelanggan
(customer satisfaction) di dalam hukum keperdataan dapat diidentikkan
dengan kualitas pelayanan publik (public service quality) yang diatur oleh
hukum publik.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1899 tentang Perindungan Konsumen tidak
saja mengatur mengenai produk, melainkan mengatur puia mengenai jasa.
Dalam kerangka ini, kiranya periu dilakukan penelitian iebih lanjut mengenai

tiga hal, yaitu pertama apakah pengaturan pertanggungjawaban tentang jasa
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dalam rangka periindungan konsumen dapat secara sekaligus dimuat di
dalam sebuah undang-undang, Amengingat prinsip pertanggungjawaban
produk adalah perbuatan melawan hukum (tortious liability), sedangkan
prinsip dari pertanggungjawaban di bidang jasa adalah wanprestasi (breach
of contract). Kedua, pengertian yundik tentang jasa dapa‘t'ﬂc‘iite!iti lebih lanjut,
berhubung terdapat jasa yang diberikan oleh lembaga hukum swasta (jasa
profesional dan/atau jasa komersiat}, dan jaéa yang diberikan oleh lembaga
hukum publik. Ketiga, serupa dengan produk sebagaimana diuraikan di atas,
apakah pengaturan tentang kepuasan pelanggan (customer satisfaction) jasa
di dalam hukum keperdataan dapat diidentikkan dengan kualitas pelayanan
jasa kepada publik {public service quality) sebagaimana diatur oleh hukum

publik.

dxkhkthkithkik
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